
Menimbang

Mengingat

SALINAN

PERATI]R.A,N BUPATI KEDIRI

NOMOR 16 TAHI,JN 2014

TEI{TAIIG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSAN,IAI\
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI ]KABUPATEN KEDIRI

DENGAI\I RAHMAT TUI{AN YAI{G IVIAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

bahwa agar penyelenggaraan Prograra Jaminan Kesehatan Daerah
(Jamkesda) di Kabupaten Kediri berialan efektif dan efisien, dan
sesuai Telaah Staf Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Nomor
46018841418.4812014 tanggal 27 Jaovai 2014 perihal Program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jamkesda serta Berita Acara
Rapat Nomor 460114491418.4812014 finggal 11 Pebruari 2014, perlu
disusun Pedoman Teknis Pelaksanaarr hogram Jaminan Kesehatan
Daerah di Kabupaten Kediri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
4 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kediri;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1.999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari ll.orupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonersia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 85 I );
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2t)03 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonersia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4286);
Undang-Undang Nomor I Tahun :2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia )r{omor 4400);
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor I 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor l2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik ltndonesia Nomor 3637);

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Rr:publik lndonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negua Republik Indonesia Nomor
4456);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 200!l tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 11009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia llomor 5063);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

I I . Peraturan Pemerintah Nomor 32 'llahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republil: Indonesia Tahun 1996 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Reputrlik Indonesia Nomor 3637);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahum 2005 tentang Hibah kepada
Daerah (kmbaran Negara Republik .[ndonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4577);

I 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 5 8 Tal,un 2005 tentang pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Fi.epublik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Trrhun 2005 tentang pedoman
Pembinaan drn Pengawasan Penyeler.ggaraan pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah lKabupaten / Kota (t"embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia lilomor 4737);

16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2t)13 tentang Jaminan Kesehatan
yang telah diubah dengan Peraturan Pri:siden Nomor l l l Tahun 2013;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenkng
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daer,fi sebagaimana telah beberapi
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
2l Tahun 201 I ;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Mer*esl095V20l0
tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Perrdapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timu: Nomor 4 Tahun 200g tentang
Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur;
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22. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4
Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur Jawa Timur
Nomor 62 Tahun 2012;

23. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Mekanisme Pengajuan Klaim Bagi Masyarakat Miskin Pemegang
Kartu Jamkesda;

24. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor
188/ 17801 101.512012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Jawa Timur Tahvn 2Ol2;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 201 I tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 201 I Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 95);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI
KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.

3. Bupati adalah Bupati Kediri.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kediri yang terdiri atas Sekretaris

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lambaga Teknis Daerah, Kecamatan dan
Kelurahan.

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutrya disingkat BPKAD adalah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri.

7. Rumah sakit umum Daerah yang selanjutnya disingkat RsuD adalah Rumah sakit Umum
Daerah Kabupaten Kediri.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutrya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas

teknis pada Dinas Kesehatan, meliputi puskesmas dan jaringannya Laborarorium Kesehatan

Daerah dan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

9. Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya yang selarlutnya disingkat puskesmas adalah
IIPTD Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan firngsi pelayanan kesehatan dasar di
wilayah kerjanya meliputi Puskesmas dengan atau tanpa perawatan rawat inap, puskesmas

Pembanhr, Puskesmas Keliling.
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10. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa

perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan

perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap

orang yang telah membayar iuran / iurannya dibayar oleh Pemerintah.

11. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah salah satu bentuk

usaha kesejahteraan kesehatan di Daerah Provinsi berupa perlindungan dan pemeliharaan

kesejahteraan kesehatan yang memberikan jaminan bagi seluruh warga masyarakat agar dapat

mernenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

12. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI Jarninan

Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan

Kesehatan.

13. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah iuran

program Jaminan Kesehatan bagi fakL miskin dan orang tidak mampu yang dibayar oleh

Pemerintah.

14. Surat Keterangan Miskin yang selanjutnya disingkat sKM adalah surat keterangan yang

dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak mempunyai kartu

Jamkesda.

15. surat Pernyataan Miskin yang selanjutrya disingkat spM adalah surat pemyataan yang

dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan atas nama Bupati bagi

masyarakat miskin yang tidak mempunyai kartu Jamkesda

16. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas kesehatan

yang memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda.

17. Tarip Indonesia-case Based Groups yang selanjutrya disingkat Tarip INA-CBGs adalah

besaran pembayaran klaim kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan

yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit.

18. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan peroftrngan, baik promoti{ preventif, kuratif
mauprm rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah Daerab dan/atau

masyarakat,

19. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan p€rorangan yang bersifat

non spesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.

20. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non
spesialistik yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan

observasi, diagnosis, pengobata4 dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

21. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan peromngan yang bersifat non
spesialisdk yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan

observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainny4 dimana
peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat I (satu) hari.
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22. Pelayaoar kesehatan rujukan tingkat lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan p€rorangan

yang bersifut spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi mwat jalan tingkat lanjutarl

rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

BAB II

TUruAN, SASARAN DAN MANFAAT

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Jamkesda terdiri dari :

a. Tujuan Umum adalah meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh

masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal

secara efektif d"n efisien;

b. Tujuan Khusus adalah sebagai berikut :

1) meningkatnya cakupan masyarakat miskin dan tidak mampu yang mendapat pelayanan

kesehatan di Puskesmas sertajaringannya dan Rumah Sakit;

2) meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;

3) terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasd 3

Sasaran Jamkesda adalah penduduk miskin dan tidak mampu di Kabupaten Kediri yang tidak
masuk dalam sasaran Jaminan Kesehatan Nasional.

Bagian Ketiga

Manfaat

Pasal 4

Manfaat pelayanan yang didapatkan dalam program Jamkesda meliputi :

a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas d"n jaringannya;

b. Pelayanan kesehatan di RSUD, RS Provinsi Jawa Timur dan UPT Dinas Kesehatan provinsi

Jawa Timur;

c. Transportasi rujukan; dan

d. Bantuan penunjang kesehatan.
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BAB III

KEPESERTAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu

Kepesertaan

Pasal 5

(1) Peserta Jamkesda terdiri dari:

a. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang memiliki kartu Jamkesda;

b' Penduduk Kabupaten Kediri yang dinyatakan masuk kategori miskin berdasarkan SKM

dan SPM yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan;

c. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang membutuhkan biaya transportasi pemulangan

pasien atau jenasah dari RSUD, serta biaya pemulasaraan jenasah penderita HIV/AIDS;

d. Bayi dan anak yang lahir dari orang tua pemegang kartu Jamkesda;

e. Penderita kusta yang berobat di RS Kusta UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;

f. Seniman dengan kartu Jamkesda khusus;

g. Penderita gangguan jiwa;

h. Penghuni Panti;

i. Gelandangarl anak terlantar;

j. Penghui Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan; dan

k. Anak peserta PBI yang tidak punya kartu Jamkesmas atau JKN, peserta pKH yang tidak
punya kartu Jamkesmas atau JKN.

(2) surat Keterangan Miskin (SKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b didasarkan

pada hasil verifikasi menggunakan instrumen Pendataan Kemiskinan dengan Indikator Baru

@KIB) dengan nilai minimal 2,2 yang diketahui oleh Kepala Desa dan Kepala UprD
Puskesmas setempat.

Bagian Kedua

Pendanaan

pasal 6

(l) Dana Jamkesda merupakan belanja bantuan sosial yang bersumber dari dana ApBD provinsi

Jawa Timur dan APBD Kabupaten Kediri.

(2) Dana Jamkesda yang bersumber dari APBD Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) berada pada BPKAD, sedangkan dana Jamkesda yang bersumber dari APBD
Provinsi Jawa Timur dikelola oleh Dinas Kesehatan provinsi Jawa Timur.

(3) Dana Jamkesda yang bersumber dari APBD Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diperuntukkan tmtuk membiayai pelayanan kesehatan peserta Jamkesda di fasilitas
pelayanan kesehatan dasar, RSllD, Rs rujukan pemerintah provinsi Jawa Timur dan upr
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
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(4) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan bagi peserta Jarnkesda yang bersumber dari APBD

Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :

a) Biaya pelayanan kesehatan peserta Jamkesda di fasilitas pelayanan kesehatan dasar

dibayar sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Kediri;

b) Biaya pelayanan kesehatan peserta Janrkesda pemegang SKM dan SPM dibayar

sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Kediri;

c) Biaya pelayanan kesehatan peserta Jamkesda pemegang karhr Jamkesda di RSUD, RS

rujukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan LJPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Timur dibayar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Kediri

dengan proporsi pembayxan 5U/o : 50o/o;

d) Biaya pelayanan kesehatan penderita kusta yang berobat di RS Kusta Upr Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Timur dibayar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan

Pemerintah Kabupaten Kediri dengan proporsi pembayaran 50o/o : 50o/o.

(5) Biaya pelayanan kesehatan yang dibayar sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur

meliputi biaya pelayanan kesehatan bagi :

a. Seniman pemegang kartu Jamkesda khusus;

b. Penderita gangguan j iwa yang dipasung;

c. Penghuni Panti milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

d. Gelandangan" anak terlantar; dan

e. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan / Rumah rahanan yang mendapatkan pelayanan

kesehatan di RS Provinsi dan UPT Dinas Kesehatan provinsi Jawa Timur.

BAB TV

BESARAN TARIF DAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
pasal 7

(l) Tarif retribusi biaya pelayanan kesehatan peserta Jamkesda di fasilitas kesehatan tingkat
pertama mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri.

(2) Tarif biaya pelayanan kesehatan peserta Jarnkesda di RSIJD mengacu pada tarif paket INA-
CBGs 4.0.

(3) Besaran jasa pelayanan progam Jamkesda di fasilitas kesehatan tingkat pertama ditetapkan

sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai retribusi pelayanan kesehatan pes€rta Jamkesda

setelah dikurangi biaya makan-minum pasien rawat inap tingkat pertama.

(4) Besaran jasa pelayanan kebid""an dan neonatal di fasilitas kesehatan tingkat pertama

ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
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BABV

PEMANFAATANDANA

Pasal 8

(l) Pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan peserta Jamkesda setelah dikurangi biaya

makan-minum pasien rawat inap tingkat pertama dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa

pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

(2) Pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilatokan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB VI

TATA LAKSANA PELAYANAN KESE}IATAN

Pasal 9

(l) Tata laksana pelayanan kesehatan peserta Jamkesda mengacu pada perahran perundang-

undangan yang berlaku dan/atau ketentuan sebagai berikut :

a Pelayanan rujukan tingkat I dilaksanakan di RSUD, untuk kasus-kasus tertentu yang

tidak dapat ditangani di RSUD dirujuk ke RS Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau UpT
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;

b. Untuk memperoleh pelayanan kesehatan di RSUD peserta harus menunjukkan kartu

Jamkesda atau Surat Keterangan Miskin;

c. Apabila peserta tidak dapat menunjukkan kartu Jamkesda / SKM sebelum mendapatkan

pelayanan kesehatan di RSUD, maka yang bersangkutan diberi waktu 2 x 24 jam hari
kerja unhrk melengkapi persyaratan dimaksud.

(2) Pelayanan yang dijamin dalam program Jamkesda meliputi :

a. Untuk Pelayanan Kesehatan

l) Rawat jalan dan rawat inap sesuai standar pelayanan kesehatan peserta JKN di
RSUD dan / atau Rumah Sakit rujukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau UpT
Dinas Kesehatan provinsi Jawa Timur;

2) Rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama serta pelayanan

kebidanan dan neonatal;

3) Penanggulangan balita gizi buruk dan ibu hamil Kurang Energi Kalori (KEK)
yang membutuhkan penanganan secara khusus;

4) Biaya transportasi rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasilitas

kesehatan tingkat lanjutan tingkat Provinsi Jawa Timur dan biaya pemulangan

jenasah dari Rumah Sakit ke rumah penderita serta biaya pemulasaraan jenasah

penderita HIV/AIDS;

5) Biaya transportasi pemulangan jenasah dari RSUD ke rumah penderita dan biaya

pemulasaraan jenasah penderita HMAIDS bagi peserta JI(N.
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b. Bantuan Penunjang Kesehatan :

l) Bantuan pembelian alat bantu penunjang kesehatan;

2) Bantuan keuangan kepada keluarga miskin yang mempunyai masalah kesehatan.

(3) Pelayanan yang tidak dijamin dalam progmm Jamkesda mengacu pada peraturan

undangan yang berlaku dalam program JKN.

BABVII

PROSEDUR DAN TATA CARA PENCAIRAN DANA

Pasal 10

Prosedur dan tata cara pencairan dan / atau penggantian biaya pelayanan kesehatan dan bantuan

penunjang kesehatan dalam program Jamkesda adalah sebagai berikut :

a. Untuk Pelayanan Kesehatan :

(l) Dinas Kesehatan mengajukan permohonan pencairan dan / atau penggantian biaya

pelayanan kesehatan kepada Bupati melalui BpKAD dengan dilampiri :

a) Rekapit,lasi biaya pelayanan kesehatan peserta Jamkesda yang diklaim dari

Rumah sakit rujukan Pemerintah provinsi dan / atau Upr Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Timur serta fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas).

b) Berita acara penerimaan/penyerahan biaya pelayanan kesehatan yang

ditandatangani oleh Direktur RSUD untuk pelayanan di RSUD, untuk pelayanan

di Puskesmas di oleh Kepala UprD puskesmas diketahui oleh Kepala

Dinas Kesehatan.

(2) Tata cara pengajuan klaim pelayanan kesehatan peserta Jamkesda pemegang kartu

peserta Jamkesda di PPK Tingkat Lanjutan mengacu pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.

b. Untuk Bantuan Penunjang Kesehatan :

Dinas Kesehatan mengajukan telaah staf kepada Bupati melalui BpKAD berdasarkan

permohonan bantuan dari masyarakat miskin kepada Bupati.

c. Berdasarkan pemrohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, BPKAD
meneruskan dan menyarankan kepada Bupati untuk mendapalkan persetujuan pembayaran.

d. Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b telah mendaparkan

persetujuan dari Bupati, maka RSUD dan / atau Dinas Kesehatan mengajukan surat

Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
(BPKAD) dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sesuai dengan pemt,ran

Perundang-rmdangan untuk diterbitkan Surat perintah pencairan Dana (Sp2D).

e. Pengajuan penggantian klaim dari Rumah Sakit rujukan pemerintah dilaksanakan oleh

RSUD dengan tata cara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam huruf a.
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Dana yang dibayarkan kepada Puskesmas dan jaringannya atas pelayanan kesehatan yang

diberikan kepada peserta Jamkesda selanjutnya disetorkan kepada Kas Umum Daerah

sebagai pendapatan Puskesmas.

Dana yang dibayarkan kepada masyarakat miskin untuk bantuan penunjang kesehatan tanpa

melalui mekanisme penyetoran kepada Kas Umum Daerah.

Pelayanan Jamkesda sebelum tutup tahun anggaran yang pengajuan klaimnya dilakukan

setelah tutup tahun anggaran akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

BABVIII

MEKANISME PENGGIJNAAN DANA

Pasal I I

Mekanisme penggunaan dana yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan pese(a

Jamkesda yang telah disetorkan ke Kas Umum Daerah adalah sebagai berikut :

a. Dinas Kesehatan menghimpun dan merekapitr.rlasi Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Puskesmas sesuai dengan pendapatan yang bersumber dari retribusi pelayanan

kesehatan bagi peserta Jamkesda;

b. Dinas Kesehatan menghimpun dan merekapitulasi penjadualan kegiatan Puskesmas

berdasarkan RKA sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. Apabila RKA sebagaimana dimaksud pada huruf a telah ditetapkan menjadi Dokumen

Pelaksanaan Anggaran @PA), Dinas Kesehatan melakr.rkan pencairan dana dari Kas

Umum Daerah sesuai dengan penjadualan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;

d. Dinas Kesehatan melakukan pembayaran kepada Puskesmas sesuai dengan penjadualan

kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk membiayai kegiatan - kegiatan

Puskesmas;

e. Penggunaan dana yang diterima oleh Puskesmas sebagai pembayaran klaim pelayanan yang

dilahkan setelah tutup tahun anggaran, berdasarkan dokumen perencanaan dan

pelaksanaan anggaran tahun berikufirya;

f. Sisa dana yang ada di Kas Umum Daerah dicairkan dan dipergunakan untuk membiayai

belanja Puskesmas pada tahun berikutnya;

g. Puskesmas mempertanggungiawabkan dana yang telah diterima sebagaimana dimaksud

pada huruf d sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini sebagai dasar penggantian klaim dari RSIID

dan/atau Rumah Sakit rujukan Pemerintah Provinsi dan/atau UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Timur, serta Puskesmas, yang diajukan unhrk pelayanan kesehatan mulai Tahun Anggaran 2013.

h.
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Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 52 Tahun

2012 tentatg Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat

(Jamkesmas), Jaminan Penalinan (Jampersal) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di

Kabupaten Kediri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Telaah Staf Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

Nomor 460/884 /418.48/2014 tangg^l 27 Januari 2014 perihal Pmgpm Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) dan Jamkesda dan Berita Acara Rapat Nomor 460/l$9/4l8-4t2014 tanggal l l
Pebruari 2014 dengan hasil peserta rapat memutuskan perlu penerbitan Peraturan Bupati tentang

Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Kesehatan

Daerah di Kabupaten Kediri, serta mulai berlaku pada tanggal dirrndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

padatanggal 16-4-2014

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYAAITI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

padatanggal16-4-2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHT]N 2014 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n, SEKRETARIS DAERAH
Asisten Adminishasi Umum

Penata I
NIP. 196 1990031008


